PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah, dipandang perlu membentuk organisasi
perangkat daerah sebagai unsur pendukung otonomi daerah;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan
organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b di atas dan berdasarkan Pasal 22 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah sesuai
dengan perumpunan urusan pemerintahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja, Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sukoharjo;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



10.

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741).

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menetapkan

dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN SUKOHARIJO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
2.

3,
4,
5

*

10.

1

1.

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Lembaga Teknis Daerah adalah  organisasi perangkat daerah
yang diwadahi dalam bentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah,
dan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan
ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT
Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada
Lembaga Teknis Daerah.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian
dan ketrampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional
yang dibutuhkan oleh Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk
melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan
dan keahliannya.

BAB 1II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi:

1.

Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Kepegawaian Daerah;

Badan Lingkungan Hidup;

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat;

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Badan Ketahanan Pangan;

Inspektorat;

Rumah Sakit Umum Daerah;

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

Kantor Penanaman Modal;

ac o

T T o



2. Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

(2) Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh  seorang  Kepala
Badan/Inspektur/Kepala Kantor/Direktur Rumah Sakit/Kepala
Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB 1V
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
perencanaan pembangun daerah.

(2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah.



Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
terdiri atas:
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri atas:
1) Sub Bagian Program;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ekonomi, terdiri atas:
1) Sub Bidang Pertanian,;
2) Sub Bidang Industri Perdagangan dan Jasa.

d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri atas:
1) Sub Bidang Pemerintahan;
2) Sub Bidang Sosial Budaya.

e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
1) Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
2) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air.

f. Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Statistik
terdiri atas:
1) Sub Bidang Rencana Program;
2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Statistik.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
1) Sub Bidang Penelitian;
2) Sub Bidang Pengembangan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.
Paragraf 2
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 7
(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang manajemen
pegawai negeri sipil daerah.

(2) Ketentuan mengenai  penjabaran tugas pokok Badan
Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.



